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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku 

yang berjudul Pendidikan Antikorupsi ini telah dapat di terbitkan untuk 

dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Lembaga pendidikan merupakan 

tumpuan pendidikan karakter jangka panjang bagi generasi muda 

Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk menanamkan pendidikan 

antikorupsi secara berkesinambungan.  

Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan 

dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan melalui pendidikan, baik 

formal maupun nonformal. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi 

(2018), pendidikan antikorupsi adalah proses yang bertujuan untuk 

memperkuat sikap antikorupsi pada mahasiswa, baik sarjana maupun 

mahasiswa. Secara mental, bangsa Indonesia memiliki karakter khusus 

yang menjadi cikal bakal terjadinya tindakan korupsi. Di antara sikap 

tersebut adalah meremehkan kualitas, mencintai budaya instan, tidak 

yakin, tidak disiplin, dan sering melalaikan tanggung jawab.  

Sikap negatif seperti ini perlu dijauhkan dari pola pikir orang 

Indonesia karena pendidikan mereka di sekolah dan kampus sebagai 

tempat pendidikan karakter yang baik. Di satu sisi, bangsa kita memiliki 

kelemahan perilaku yang diwarisi dari kolonialisme. Memotong mental, 

tidak menghargai waktu, meremehkan kualitas, tidak yakin dan masih 

banyak lagi. Sementara itu, di sisi lain, dunia pendidikan yang seharusnya 

memperkuat budaya antikorupsi, semakin terasa tidak konsisten dalam 

menjalankan fungsinya.  

Proses pendidikan lebih mementingkan penguasaan pengetahuan itu 

sendiri daripada membiasakan diri dengan perilaku yang baik. Meskipun 

sekolah melaksanakan berbagai kegiatan serupa, hal tersebut dilakukan 

seolah-olah terpisah dari proses pembelajaran secara utuh. Oleh karena 

itu, sudah saatnya mengembalikan sekolah sebagai lokomotif untuk 
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memperkuat budaya antikorupsi jangka panjang. Kita mulai dengan 

melakukan pendidikan antikorupsi yang dipimpin oleh satuan pendidikan. 

Oleh karena itu buku yang berjudul Pendidikan antikorupsi ini hadir 

sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pendidikan 

antikorupsi. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini 

terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena 

sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami 

dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan 

saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan 

sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia, khususnya terkait Pendidikan Antikorupsi. 
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A. PENDAHULUAN  

Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan 

sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah: 

a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan 

keuangan/perekonomian negara (Pasal 2) 

b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan/perekonomian Negara (Pasal 3) 

c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11) 

d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10) 

e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12) 

f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7) 

g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C) (Apip et al., 2013)  

 

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (additional normal 

wrongdoing), secara umum memiliki ciri sebagai berikut, yaitu (1) 

berpotensi dilakukan oleh siapa saja, (2) korbannya bisa siapa saja karena 

tidak memilih target atau korban (arbitrary objective atau irregular 

casualty), (3) kerugiannya besar dan meluas (compounding phenomenon 

atau domino impact), dan (4) terorganisasi atau oleh organisasi, Dalam 

perkembangannya keempat ciri itu berkembang dengan sifat lintas negara, 

BAB 1 
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CIRI-CIRI BENTUK  

DAN JENIS KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) 

yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Upaya 

pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu 

penindakan dan pencegahan korupsi. Usaha dan upaya terkait 

pemberantasan korupsi memerlukan kontribusi dari semua pihak, bukan 

hanya pemerintah, tapi juga peran masyarakat, termasuk mahasiswa 

sebagai agen perubahan. 

Dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya adalah mengenali 

ciri-ciri bentuk dan jenis-jenis korupsi. Pengenalan ini penting karena 

dapat memberikan tindak lanjut dalam pencegahan maupun penindakan 

korupsi.  

Secara hukum, korupsi masuk pada ranah tindak pidana. Peraturan 

perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi sudah ada 

sejak tahun 1950, dengan diberlakukannya Peraturan Pemberantasan 

Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950. Namun 

perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terbukti dengan 

diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik 

korupsi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan 

korupsi juga diperbaharui sejalan dengan perubahan politik di Indonesia. 

Terbitnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, dilatarbelakangi oleh bergulirnya orde reformasi 
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FAKTOR PENYEBAB KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya, korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang 

dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sepanjang insentif yang 

dihasilkan cukup besar. Penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik 

maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi juga 

merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan 

perkembangan ekonomi pesat. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh 

negara yang sedang berkembang, namun juga di beberapa negara-negara 

maju sekalipun. Penyebab seorang melakukan korupsi adalah lemahnya 

pendidikan agama, moral, dan etika serta disebabkan oleh beberapa 

factor lainnya. Dari faktor penyebab korupsi tersebut menimbulkan akibat 

hukum yang harus dipertanggungjawabkan.  

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi yang 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu faktor ekonomi, politik 

dan sosial budaya. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab 

utama korupsi. Pembangunan ekonomi melalui pendidikan, adanya kelas 

penciptaan kelas menengah ditemukan sebagai penentu terkuat untuk 

mengurangi korupsi di banyak studi (Treisman, (2000), Paldam (2002). 

Faktor politik yang menjelaskan korupsi misalnya demokrasi, keefektifan 

pemerintah dan desentralisasi. Demokrasi elektoral misalnya, di satu sisi 

pemilihan kompetitif cenderung mengurangi korupsi actor lama yang 

korup dan memilih keluar dari pemilihan. Di sisi lain, kebutuhan untuk 

membiayai kampanye politik dapat menyebabkan politisi 

memperdagangkan keputusan politik untuk pendanaan. Pada tingkat 
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DAMPAK MASIF KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Korupsi menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh Bangsa dan 

Negara Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa korupsi sudah menjadi penyakit 

yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi terkejut 

jika melihat dan mendengar korupsi dilakukan oleh para pejabat dan 

penyelenggara negara, baik itu dipemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Hampir setiap hari masyarakat disuguhi pemberitaan korupsi yang 

menghiasi media, baik cetak maupun elektronik.  

Korupsi seolah hadir dan menyiangi disetiap kehidupan. Tak heran, 

suatu saat koran yang terbit di Hongkong pernah memperolok-olok kita 

dengan menyatakan, kalau orang China korupsi di bawah meja, orang 

India di atas meja, sedangkan orang Indonesia mejanya sekalian dibawa. 

Candaan ini tentunya tidaklah isapan jempol semata. Sebab, data 

Corruption Watch menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir ini, 

tidak ada perbaikan yang signifikan dibidang korupsi di Indonesia. Pada 

tahun 2016 ini, skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia sebesar 

37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia 

naik satu poin, dan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Akan 

tetapi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2016 ini masih 

berada di bawah Malaysia yang meraih skor 49, Brunei (58), dan Singapura 

(85). 

Korupsi di tanah negeri, ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia 

tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam 

tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan 
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NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Korupsi merupakan kata yang dinegasikan oleh setiap orang, namun 

tidak setiap orang menyadari bahwa korupsi telah menjadi bagian dari 

dirinya. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang keliru tentang 

korupsi atau karena realitas struktural yang menghadirkan korupsi sebagai 

kekuatan sistematik yang membuat tak berdaya para perilakunya. Ada 

nilai-nilai kultural seperi pemberian hadiah yang mendorong seseorang 

untuk melakukan tindakan korupsi, namun ada pula sistem yang memaksa 

seseorang berlaku korupsi. 

Penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, 

sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya 

pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan 

menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab 

korupsi tersebut. 

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai 

antikorupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai antikorupsi 

tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, 

tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-

nilai antikorupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat 

mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah 

terjadinya factor eksternal, selain memiliki nilai-nilai antikorupsi, setiap 

individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip antikorupsi  
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PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: 

SEJARAH KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN  
Korupsi merupakan persoalan yang banyak terjadi di negara 

terbelakang maupun negara yang sedang berkembang (Al-Fatih, 2018), isu 

tersebut muncul dan berkembang dalam tataran negara, komunitas 

masyarakat, dan juga sektor pemerintahan, sehingga fenomena korupsi 

sudah tidak asing di telinga kita, namun setiap peristiwa pengungkapan 

kasus korupsi selalu menarik perhatian semua lapisan masyarakat (Soseco, 

2012). 

Beberapa kejadian pengungkapan kasus korupsi atau operasi tangkap 

tangan (OTT) di tahun 2022, menjadi gambaran nyata terkait masih 

adanya kejahatan korupsi di Indonesia, dalam rentan bulan Januari 2022 

telah ada beberapa kasus besar yang melibatkan beberapa kepala daerah, 

walikota Bekasi, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Langkat, bahkan 

hakim di Pengadilan Negeri Surabaya (Wibowo, 2022). 

Data yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber pemberitaan 

media, juga memperlihatkan kenaikan data perkara atas dugaan korupsi, 

pada tahun 2021 sejumlah 1282 perkara dengan 1404 terdakwa, pada 

tahun 2020 sejumlah1218 perkara dengan 1298 terdakwa, pada tahun 

2019 sejumlah 1019 perkara dengan 1125 terdakwa, pada tahun 2018 

sejumlah 1053 perkara dengan 1162 terdakwa (Radityo, 2022). 
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TUGAS DAN EVALUASI 

1. Jelaskan kondisi fenomena korupsi di Indonesia dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir? 

2. Jelaskan relasi kekuasaan dengan korupsi? 

3. Uraikan sejarah korupsi di Indonesia? 

4. Uraikan terminologi Korupsi yang anda ketahui? 

5. Apa yang dimaksud dengan the abuse of public power for private gain? 
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GERAKAN  

PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

 

A. GERAKAN ANTIKORUPSI 
Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus, yang dimaksud 

corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak 

pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 

1973). Selanjutnya, Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. 

Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang 

menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi 

di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal 

ini diambil dari definisi yang berbunyi “financial manipulations and 

deliction injurious to the economy are often labeled corrupt” (Evi Hartanti: 
2008).  

Menurut Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap 

orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut 

jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan 

dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik 

dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah 

kekuasaan jabatan. 
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KONSEP DAN STRATEGI 

PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Korupsi berdasarkan etimologi, Kata korupsi berasal dari bahasa latin 

corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan 

merusak atau menghancurkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

korupsi berarti busuk; palsu; suap. 

Istilah korupsi yang telah dimasukkan dalam perbendaharaan kata 

bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak 
bermoral, kebejatan dan kebohongan” (Wojowasito dan Poerwadarminta, 

1980). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan 
uang, penerimaan uang suap, dan sebagainya” (Poerwadarminta, 1976). 
Selanjutnya Dalam beberapa pengertian lain (Muhammad Ali: 1998 dalam 

Puspito dan Nanang, 2011) korupsi disebutkan bahwa:  

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai 

kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;  

2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan  

3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi 

 

Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara 

menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya 

perekonomian suatu negara, rusaknya sistem pendidikan dan pelayanan 

kesehatan yang tidak memadai. Berdasarkan pemahaman yang lebih luas, 

BAB 8 



 

 Konsep dan Strategi Pemberantasan Korupsi | 139 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Akman.B, Sapha D, (2018) PENGARUH KORUPSI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

(JIM) ISSN.2549- 8363 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unsyiah Vol.3 No.4 November 2018: 531-538 

Arifin.R, Utari.I.S, Subondo.H, (2016) Upaya Pengembalian Aset Korupsi 

yang Berada di Luar Negeri (ASSET Recovery) dalam Penegakan 

Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Indonesian Journal of 

Criminal Law Studies (IJCLS). Semarang: Universitas Negeri 

Semarang. 

Az-Zahra.I.B, (2018) Aspek Hukum Kerjasama Internasional Dalam 

Pemberantasan Korupsi Dan Penerapannya Di Indonesia. 

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9935/SK

RIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Darmono. (2012) Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Lex Jurnalica Volume 9 

Nomor 3. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia 

Devitasari.I, (2015) Kekuatan Mengikat Asean Mutual Legal Assistance 

Treaty (Amlat) Bagi Negara Anggota Asean Dalam Rangka 

Penegakan Hukum Kejatan Transnasional. Belli ac Pacis. Vol. 1. No.1 

Juni 2015 

Ichvani L.F, Fajar.H.S, Azhar Z,(2018) Pengaruh Korupsi, Konsumsi, 

Pengeluaran Pemerintah Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5. Jurnal REP (Riset Ekonomi 

Pembangunan) Volume 4 Nomor 1 2019. P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 

2508-0205. http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP 

Kementerian Sekretariat Negara Republic Indonesia (2022) G20 dan 

Pemberantasan Korupsi. 12 April 2022. Diakses Tanggal 10-10-2022 

 

 

 

 

http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9935/SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9935/SKRIPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP


 

140 | Pendidikan Antikorupsi 

Kompas.Com, (2022b) Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 

2021 Jadi 38 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Naik Satu Poin, 

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38", 

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15431941/naik-

satu-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-jadi-38 

Kompas.Com. (2022a) Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 

2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun. 

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17343671/negara-

rugi-rp-629-triliun-karena-korupsi-pada-2021-yang-kembali-hanya-

rp-14 

Poerwadarminta W.J.S, (1976) Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai 

Pustaka, Jakarta. 

Pusat Edukasi Anti Korupsi (2022a) Tiga Indikator Keberhasilan 

Pemberantasan Korupsi. 22 MEI 2022. Diakses tanggal 11-10-

2022.Diakses 11-10-2022. https://aclc.kpk.go.id/aksi-

informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-

pemberantasan-korupsi 

Puspito, Nanang T, (2011) Nilai dan Prinsip Antikorupsi untuk Perguruan 

Tinggi. Jakarta: Kemendikbud. 

Pustha, Tri Buana.F.W.T, Fauzan.A, (2021, Juli). "Faktor yang 

Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi". 

Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2(2), 

584.DOI:https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2 

Sefriani. 2016. Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional 

Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 282-283. 

Sosiawan.U.M, (2019) PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) 

DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (The Role of 

Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention 

and Eradication. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. p-ISSN 1410-5632 

e-ISSN 2579-8561. DOI: 

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538 

 

 

https://www.kompas.com/
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15431941/naik-satu-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-jadi-38
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15431941/naik-satu-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-jadi-38
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17343671/negara-rugi-rp-629-triliun-karena-korupsi-pada-2021-yang-kembali-hanya-rp-14
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17343671/negara-rugi-rp-629-triliun-karena-korupsi-pada-2021-yang-kembali-hanya-rp-14
https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17343671/negara-rugi-rp-629-triliun-karena-korupsi-pada-2021-yang-kembali-hanya-rp-14
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538


 

 Konsep dan Strategi Pemberantasan Korupsi | 141 

Syahmin, 1985. Beberapa Masalah (Hukum» Kebiasaan Internasional, 

Sebagai Sumber Hukum Internasional. Jurnal Hukum dan 

pembangunan. Vol.15,No.1 (1985) 

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1102/1025 

Tempo.co, (2010) LSM Anti Korupsi Dukung Vonis Berat Pengadilan Negeri 

Jombang. https://nasional.tempo.co/read/421944/jenderal-polisi-

di-pusaran-korupsi 

Tjahjono, Subagio (2013) Business Crimes And Ethics. Yogyakarta, 2013 

Tuanakotta, T. M. (2010) Audit forensik dan audit investigatif: Jakarta: 

Salemba Empat. 

UNCAC, (2004) United Nations Convention Against Corruption 

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Agai

nst_Corruption.pdf 

UNODC, (2017) Executive Summary Conclusions And Policy Implications 

https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf 

Vona, L. W. (2008). Fraud risk assessment. Building A Fraud Audit Program 

Wojowasito dan Poerwadarminta, WJS. (1980) Kamus Umum Bahasa 

Indonesia. Bandung : Penerbit Balai Pustaka. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1102/1025
https://nasional.tempo.co/read/421944/jenderal-polisi-di-pusaran-korupsi
https://nasional.tempo.co/read/421944/jenderal-polisi-di-pusaran-korupsi


 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  

BAB 9: KERJA SAMA  

PENCEGAHAN KORUPSI 

 

 

 
 

Susilawati, S.K.M., M.Sc

Poltekkes Kemenkes Pontianak  



 

144 | Pendidikan Antikorupsi 

 

 

 
 
KERJA SAMA  

PENCEGAHAN KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan 

berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. 

Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, 

sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial 

kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi 

yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. 

Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah 

telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap 

sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka 

cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus 

dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinarycrime) yang oleh 

karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. 

Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) 

penindakan, dan (2) pencegahan (Puspito, 2011). Pencegahan dapat kita 

lakukan bersama-sama masyarakat disegala lapisan termasuk juga 

mahasiswa. 

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu 

tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi 

penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada 

upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi 

dalam dirinya dan di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa 
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INSTRUMEN INTERNASIONAL 

PENCEGAHAN KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN  
Pencegahan korupsi dilakukan secara bersama-sama baik secara 

nasional maupun internasional kerja sama internasional dalam rangka 

pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. 

Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk 

bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan 

korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan 

penuntutan terhadap pelaku korupsi. Penggunaan instrumen hukum 

nasional yang selama ini ditempuh dalam menangani permasalahan 

korupsi disetiap negara, ternyata tidaklah cukup ampuh untuk mengatasi 

jumlah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana dalam 

Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini 

yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 TLN RI 

Nomor 4150) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persatuan 

Bangsa Bangsa sebagai institusi institusi internasional menggagas perlunya 

membuat suatu konvensi yang menentang korupsi dan membangun dialog 

komunitas dalam bentuk kerja sama internasional. Pemberantasan korupsi 

kerja sama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerja 

sama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen 

yang sama dalam memberantas korupsi sebagai wujud keseriusan 

tersebut (Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, 2011),  
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belum bisa di implementasikan di Indonesia, diskusikan dengan 

anggota kelompok anda! 

4. Sebutkan hal-hal penting yang diatur dalam konvensi PSI United 

Nations Convention against Corruption dan Convention on Bribery of 

Foreign Public Official in International Business Transaction, dalam 

pencegahan dan pemberantasan korupsi ? 

5. Di mata internasional Indonesia memang masih jauh dari kata bebas 

dari korupsi, berdasarkan skor IPK terbaru, apa saja yang harus 

dilakukan masyarakat Indonesia agar skor IPK lebih baik/diskusikan 

dengan teman saudara ! 
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TINDAK PIDANA KORUPSI  

DALAM PERSPEKTIF PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat 

dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa 

bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi 

juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak 

pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak 

ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu 

kejahatan yang luar biasa begitu pula dalam upaya pemberantasannya 

tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang 

luar biasa. Sudah terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan 

bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi Pengertian 

korupsi mempunyai 3 unsur yaitu: 

1. Menyalahgunakan kekuasaan 

2. Kekuasaan yang dipercayakan memiliki akses bisnis atau keuntungan 

materi 

3. Keuntungan pribadi 

 

Menurut penjelasan dalam KUHP, delik-delik yang diambil dari KUHP 

itu sendiri diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam 

KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian sebagai konsekuensi 
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PENCEGAHAN KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nasihat bijak itu tentu akan 

selalu relevan untuk kondisi apa saja dan untuk hal apa saja termasuk 

diantaranya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, 

untuk mencapai hasil yang maksimal perlu dijalankan berbagai macam 

program apakah itu bersifat preventif ataupun represif.  

Tindakan preventif adalah tindakan yang bersifat pencegahan yang 

bertujuan mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi 

terutama pada tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat 

(public service). Tindakan preventif dianggap lebih penting dibandingkan 

dengan tindakan represif. Alasan yang sering mengemuka adalah, 

tindakan preventif dapat menyelamatkan potensi kerugian negara lebih 

besar, karena tindak korupsi belum benar-benar terjadi. Tindakan 

preventif juga menjadikan masyarakat menjadi lebih terdidik dengan 

budaya antikorupsi dan menjadikan zero tolerance terhadap korupsi. 

Dengan adanya budaya antikorupsi yang tertanam dengan baik, disertai 

dengan peran aktif dalam setiap upaya pemberantasan korupsi, maka 

akan menjadikan tujuan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik. 

Mengingat, kejahatan korupsi merupakan extra ordinary crime, yaitu 

kejahatan luar biasa yang diperangi oleh seluruh negara di dunia.  

Sedangkan tindakan represif, dilakukan dengan cara memproses 

kasus-kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara 

hukum; tindakan ini dikawal oleh perangkat hukum meliputi pasal-pasal 

hukum dan aparat penegak hukum. Pendekatan hukum memang belum 
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PERAN MAHASISWA DALAM 

PENCEGAHAN KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN  
PERANAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN 

KORUPSI  

Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa yang 

berdampak buruk sangat luar biasa, pada dasarnya Korupsi sangat 

berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat, korupsi yang akan 

menjadi penyebab tidak tercapainya suatu keadilan dan kemakmuran 

suatu bangsa.  

Korupsi akan sangat berdampak buruk pula kedalam berbagai sistem 

yaitu sistem perekonomian, sistem politik, sistem demokratis, sistem 

hukum, sistem pemerintahan serta tatanan sosial kemasyarakatan lainnya, 

dan yang sangat penting bagi negara bahwa korupsi akan menurunkan 

harkat martabat negara dimata nasional maupun internasional.  

Korupsi di Indonesia ibarat penyakit sampai saat ini sulit untuk 

disembuhkan, hampir diseluruh segi dari mulai ditingkat atas sampai 

bawah, hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan di masyarakat, 

bahkan tak heran juga dalam dunia pendidikan pun korupsi tak luput dari 

sorotan. Bahkan banyak kalangan masyarakat bahwa korupsi dianggap 

dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang biasa dan dianggap buka 

kejahatan besar.  
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IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

UNTUK MAHASISWA 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Pendidikan Antikorupsi melalui jalur pendidikan merupakan sarana 

yang sangat strategis dalam rangka menanamkan dan 

menumbuhkembangkan nilai-nilai Antikorupsi kepada peserta didik. Oleh 

karena itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran 

Nomor 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di 

Perguruan Tinggi. Selain itu juga menerbitkan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Melalui 

kebijakan tersebut, maka setiap perguruan tinggi negeri dan swasta 

diwajibkan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAk) baik sebagai 

mata kuliah mandiri maupun melalui pendekatan insersi/integrasi/sisipan 

pada mata kuliah wajib umum (MKWU) atau mata kuliah relevan lainnya.  

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk 

mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (pre-

emtif) dan sudah ada niat (preventif) untuk tidak melakukan korupsi (Fajar, 

Arnie, dkk, 2018:3). Artinya melalui pendidikan diupayakan pengendalian 

dan pencegahan baik bagi peserta didik yang belum maupun yang sudah 

memiliki niat untuk melakukan tindakan korupsi. Peserta didik dalam hal 

ini adalah peserta didik di Perguruan Tinggi atau disebut mahasiswa. 
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PENDIDIKAN KARAKTER  

ANTIKORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN  
Permasalahan mengenai korupsi merupakan permasalahan yang 

seakan tak kunjung selesai. Di media lokal maupun nasional, setiap hari 

kita jumpai pemberitaan tentang kasus korupsi. Adanya kasus korupsi 

dapat menimbulkan risiko pada berbagai bidang. Kasus korupsi 

berdampak terhadap ekonomi, kehancuran moral atau pengikisan budaya, 

dan hancurnya modal sosial atau krisis kepercayaan (Dimas Pramanta et 

al., 2018). Amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional Indonesia menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan 

nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Melihat fenomena korupsi yang semakin marak, 

canggih, bahkan mampu melakukan regenerasi memang sudah sangat 

mendesak untuk adanya penanaman jiwa antikorupsi pada anak bangsa 

melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Artinya, ada keinginan 

kuat agar pendidikan (sekolah) mampu memberikan kontribusi output 

siswa didik yang mempunyai integritas tinggi dan mampu menjadi 

penggiat antikorupsi di tengah masyarakat. 

Pendidikan dapat dijadikan media untuk melakukan pencegahan awal 

korupsi melalui penanaman nilai-nilai karakter antikorupsi sejak dini. 

Dengan penanaman nilai-nilai ini dimaksudkan menjadi gerakan preventif 

timbulnya mental korupsi pada generasi bangsa (Siswanto et al., 2017). 
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CONTOH KASUS  

KORUPSI DI INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Setiap tahun sebuah organisasi non-pemerintah berskala internasional 

yang bertujuan untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh 

korupsi yang bernama International Transparency memublikasikan hasil 

surveynya yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi. Survey tersebut 

membuat ranking dari 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi 

atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan 

publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menggunakan skala 0 

untuk korupsi yang paling tinggi hingga skala 100 untuk korupsi yang 

paling rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai IPK sebuah negara 

artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut (KPK, 

2003). Pada tahun 2001 IPK Indonesia hanya sebesar 19 poin. Nilai IPK 

Indonesia terus meningkat hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 

2019 sebesar 40 poin. Pada 2020 IPK Indonesia turun 3 poin menjadi 37. 

Pada 2021 IPK Indonesia naik satu poin menjadi 38, dan berada pada 

urutan 96 dari 180 negara (KPK, 2022) sebagaimana gambar 1 berikut ini. 
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